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       c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu 
No. B/510.4/2413/DPMTSP-P.2/XI/2021 dengan peruntukan Central 
SHRE (Fasilitas Penunjang PT JAL) tanggal 10 November 2021 yang 
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu.

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu 
No. B/510.4/2414/DPMTSP-P.2/XI/2021 dengan peruntukan Perumahan 
Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu 
No. B/510.4/2415/DPMTSP-P.2/XI/2021 dengan peruntukan Perumahan 
Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu 

tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Keputusan Bupati Tanah Bumbu 
No. B/510.4/2417/DPMTSP-P.2/XI/2021 dengan peruntukan Perumahan 
Karyawan tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

h. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/239/DISHUTBUN/2016 
tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Kelapa Sawit 
di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 3 Mei 2016 yang 
diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten 
Tanah Bumbu.

i. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sebagaimana dimaksud 
dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.46/01/IUP-B/2018 
tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) tanggal 20 Maret 
2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

j. Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Jhonlin 
Agro Lestari di Desa Mantewe, Rejosari, Dukuhrejo, Mantawakan Mulia 
Kecamatan Mantewe dan Desa Mekar Sari, Sari Gadung Kecamatan 
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 660.4/32/IL/DLH/2017 
tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Kementerian Keuangan
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 70.663.014.2-734.000 untuk 

kantor PT Jhonlin Agro Lestari yang beralamat di Kel. Gunung Antasari 
Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang dikeluarkan 
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin.

b. Surat Keterangan Terdaftar No. S-8320KT/WPJ.29/KP.0603/2014 telah 
terdaftar sejak tanggal 5 Agustus 2014 atas nama PT Jhonlin Agro 
Lestari yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah 
DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Batulicin, yang menyatakan bahwa JAL memiliki kewajiban Pajak atas PPh 
Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 
23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-50PKP/WPJ.29/
KP.0603/2014 telah dikukuhkan sejak tanggal 7 Desember 2015 atas 
nama PT Jhonlin Agro Lestari yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa JAL memiliki 
kewajiban Pajak atas PPN.

4. Aset Tetap yang Dimiliki atau Dikuasai JAL
JAL memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dengan pengukuran lahan dan posisi yang 
terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Lahan yang dikuasai 
JAL melalui HGU terhampar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, 
yaitu Kecamatan Mantewe dengan luas 7.554,14 hektar; Kecamatan Simpang 
Empat dengan luas 2.582,43 hektar; dan Kecamatan Tanah Bumbu dengan luas 
246,89 hektar. Selain itu, terdapat satu area yang terletak di kedua kecamatan, yaitu 
Mantewe dan Simpang Empat, dengan total luas 533 hektar. Dengan demikian, total 
luas lahan HGU yang dimiliki oleh JAL mencapai 10.916,46 hektar.
Nilai buku dari aset tetap yang dimiliki atau dikuasai JAL pada tanggal 30 Juni 2023 
adalah sebesar Rp209.795.781.238,-.
5. Pengurusan dan Pengawasan dan Sumber Daya Manusia
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JAL berdasarkan Akta JAL No. 15/2023 
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Jhony Saputra
Direksi
Direktur Ir. Indra Irawan
Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi JAL, Komisaris dan Direksi JAL: 
Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, JAL, Dewan Komisaris 
dan Direksi JAL, tidak sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, 
Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang 
terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat 
dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang 
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak sedang 
terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadian Niaga, tidak sedang 
terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon 
dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau 
dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan 
pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam 
suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di 
Pengadilan Negeri serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak 
manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha JAL 
dan rencana Penggabungan Usaha JARR dan JAL.
6. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi JAL sebagai berikut: 

7. Sumber Daya Manusia
Komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia dan status 
kepegawaian sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut: 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan
Keterangan Juni 2023 2022 2021 2020
General Manager 2 1 1 1
Manager 5 2 2 2

44 31 24 22
1.620 1.444 1.238 1.014

Jumlah 1.671 1.478 1.265 1.039
Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Keterangan Juni 2023 2022 2021 2020
Karyawan Tetap 132 104 102 90
Karyawan Kontrak 257 271 122 116
Karyawan Harian 1.282 1.105 1.043 835
Jumlah 1.671 1.480 1.267 1.041
Peraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 
Tanah Bumbu Nomor: KEP/562.2/1136/PP/NKTKUM-K3/XI/2021 tanggal 4 
November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro 
Lestari yang berlaku sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 3 November 
2023.
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan 
telah dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan 
Nomor Pelaporan 72213.20230613.0001 tanggal 13 Juni 2023, dengan kewajiban 
mendaftarkan kembali pada tanggal 13 Juni 2024.
BPJS Ketenagakerjaan
JAL telah mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

tanggal 18 Januari 2016.
BPJS Kesehatan
JAL telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kesehatan 

Lembaga Kerja Sama Bipartit
JAL telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit dan telah dicatatkan oleh 
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah 
Bumbu sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Pemberitahuan No. 
B/568.91/201/NKTKUM-K3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pencatatan 
Lembaga Kerjasama Bipartit.
8. Kegiatan dan Prospek Usaha
a. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JAL, maksud dan tujuan serta kegiatan 
usaha JAL adalah berusaha dalam bidang Perkebunan, Industri, Perdagangan, 
Pengangkutan, dan Pergudangan dan Penyimpanan. Untuk mencapai maksud dan 
tujuan tersebut, JAL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, yaitu:
 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai 

dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan 
pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (KBLI 01262).

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, yaitu:
i. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha 

perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung 
minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar 
bibit buah yang mengandung minyak (KBLI 46202).

ii. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha 
perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta 
produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk 
sejenis lainnya (KBLI 46315).

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri, yaitu:
i. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil), mencakup usaha 

pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) 
yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh 
industri lain (KBLI 10431).

ii. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil), 
mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti 
(Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan 
biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10432).

d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, yaitu:
 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, mencakup operasional angkutan 

barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu 
jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak 
tertutup (box) (KBLI 49431).

e. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan penyimpanan, yaitu:
 Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan 

penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan 
akhir, dengan tujuan komersial (KBLI 52101).

Kegiatan usaha JAL saat ini adalah bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan 
berkedudukan di Jl. Raya Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan 
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72213.
b. Produk
Kegiatan usaha JAL saat ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan produk 
yang dihasilkan JAL adalah Tandan Buah Segar (TBS) yang dapat digunakan untuk 
menghasilkan Minyak Kelapa Sawit.
Saat ini JAL memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 10.916,46 Ha, dengan luas 
areal tanam seluas 6.725,17 Ha. Berikut rincian HGU JAL:

Keterangan Ha %
Tanaman Belum Menghasilkan 1.250,17 12
Tanaman Menghasilkan 5.475,00 50
Bibitan - -
Areal Belum Ditanami 1.747,63 16
Areal Tidak Bisa Ditanami 2.443,66 22
Jumlah 10.916,46 100
Dari data tersebut di atas luas areal tanam masih dapat diperluas sebesar 1.747,63 
Ha (16%) sehingga dapat meningkatkan kinerja JAL di masa akan datang.
Berikut rincian berdasarkan umur tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman belum 
menghasilkan (TBM):

Umur Tanaman (Tahun) Tahun Tanam Luas (Ha) Keterangan
1-3 2021-2023 1.129,88 TBM

3-10 2015-2020 5.595,29 TBM Produksi
TBM Production

11-20 - -
21-25 - -

Jumlah 6.725,17
Rata-rata produksi TBS JAL selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar 74.437 
ton. Sampai dengan Juni 2023, JAL memproduksi TBS sebanyak 58.415 ton.

c.  Prospek Usaha
JAL, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kelapa 
sawit, memiliki prospek yang baik berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Industri kelapa sawit diperkirakan 
akan mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata (Compound Annual Growth Rate/
CAGR) sebesar 5,1% dari tahun 2022 hingga 2030.
Pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan positif dan menegaskan bahwa 
industri kelapa sawit tetap memiliki prospek pertumbuhan yang sehat. Selain itu, 
kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait biodiesel juga memberikan kontribusi 
penting dalam menguatkan industri kelapa sawit. Terlebih lagi, Pemerintah 
Indonesia telah mengumumkan bahwa kebijakan B35 (penggunaan campuran 
biodiesel 35%) akan mulai dilaksanakan secara nasional pada tanggal 1 Agustus 
2023. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penggunaan 
biodiesel dari minyak kelapa sawit dalam sektor energi di Indonesia yang juga akan 
memberikan dampak positif terhadap industri ini.
Di Indonesia sendiri, hasil riset dari Inkwood Research menunjukkan bahwa industri 
biofuel dan biodiesel diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata 
sebesar 5,98% dari tahun 2021 hingga 2026.
Hal ini memberikan kabar baik bagi industri biodiesel di Indonesia dan menunjukkan 
adanya potensi perkembangan yang positif di sektor ini. Data yang diperoleh 
dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) juga menunjukkan bahwa 
kapasitas produksi biodiesel di Indonesia terus meningkat hingga mencapai angka 
16,66 juta kiloliter. Dengan demikian, terlihat komitmen dan potensi besar dalam 
pengembangan industri biodiesel di Indonesia yang dapat memberikan dampak 
positif bagi ekonomi dan sektor energi di Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan 
penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13,15 juta kiloliter. Keputusan 
ini memberikan peluang yang besar bagi produsen biodiesel dan mendorong 
permintaan kelapa sawit untuk kebutuhan biodiesel yang lebih tinggi.
9. Produksi dan Pemasaran
a. Produksi
Kapasitas produksi TBS (Tandan Buah Segar) mencapai +/- 10,05. ton per Ha, 
berikut data produksi periode JAL dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2023:

Keterangan Juni 2023 2022 2021 2020
Tandan Buah Segar (Ton) 58.415 110.556 65.866 46.892

Jumlah 58.415 110.556 65.866 46.892
Rata-rata produksi JAL selama 3 tahun terakhir sekitar 74.437 ton per tahun. 
b. Pemasaran

Cipta Lestari (“ACL”), (ii).PT Batulicin Agro Sentosa (“BAS”), dan (iii).PT Kodeco 
Agrojaya Mandiri (“KAM”), dengan rincian penjualan kepada (1).ACL, BAS, & KAM 
pada tahun 2020, (2). BAS dan KAM pada tahun 2021, (3).KAM pada tahun 2022, 
dan (4).BAS dan KAM untuk Periode Januari-Juni tahun 2023.
Berikut total penjualan JAL periode 2020 sampai dengan Juni 2023:

Keterangan (Tandan Buah 
Segar/TBS)

Juni 2023 2022 2021 2020 Total(Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
ACL - - - 170.330 170.330
BAS 8.049.790 - 65.721.510 46.538.800 120.310.100
KAM 50.364.820 7.963.780 144.290 182.890 58.655.780

Jumlah 58.414.610 7.963.780 65.865.800 46.892.020 179.136.210

Keterangan 
(Tandan Buah 

Segar/TBS)

Juni 2023 2022 2021 2020
Total(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

ACL - - - 217.170.750 217.170.750
BAS 15.745.093.150 - 149.773.864.320 76.224.010.260 241.742.967.730
KAM 115.685.068.660 20.148.363.400 248.178.800 298.110.700 136.379.721.560

Jumlah 131.430.161.810 20.148.363.400 150.022.043.120 76.739.291.710 378.339.860.040
10. Risiko Usaha
Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, usaha di 
bidang perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit tidak terlepas 
dari risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 
tingkat pertumbuhan dan kesehatan JAL, seperti:
1. Risiko terhadap penurunan harga kelapa sawit
 Produk yang dihasilkan oleh JAL adalah produk yang bersifat komoditas yang 

bergantung pada naik dan turunnya harga kelapa sawit Indonesia maupun luar 
negeri. Kenaikan harga kelapa sawit berdampak pada kinerja JAL yang lebih 
baik. Namun, penurunan harga kelapa sawit dapat menurunkan pendapatan 
JAL. Untuk meminimalisir dampak tersebut, JAL senantiasa berusaha untuk 

 Dalam operasional bisnisnya, JAL menitikberatkan penjualannya kepada pihak 

telah berakhir, aspek going concern dapat terganggu.
3. Risiko Perubahan Cuaca
 JAL sebagai produsen kelapa sawit dalam proses produksinya sangat 

bergantung pada kondisi cuaca. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim 
yang terlalu lama akan berdampak pada tandan buah segar (TBS) yang 
dihasilkan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi 
TBS JAL dan perkebunan petani plasma akibat terhambatnya aktivitas panen, 
penurunan efektivitas pemupukan, serta penurunan kualitas TBS. Sementara, 
musim kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi 
TBS di periode selanjutnya.

4. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali
 Kejadian bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kekeringan dan 

bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi di mana fasilitas produksi, 
gudang penyimpanan dan aset JAL berada dapat memberikan dampak negatif 
terhadap kinerja operasional dan keuangan JAL. Kejadian di luar kendali JAL 

dampak negatif terhadap kinerja  secara umum. 
5. Risiko Kebijakan Pemerintah
 Perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi atau kebijakan perdagangan 

Pemerintah dari waktu ke waktu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
nasional dapat menyebabkan pergeseran pola konsumsi, permintaan dan 
penawaran serta ketersediaan komoditi yang dapat berimbas terhadap 

11. Pernyataan Utang
Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang JAL tanggal 30 Juni 2023 yang 
diambil dari Laporan Keuangan JAL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexia International) dengan Nomor 
Referensi: 00434/2.0752/AU.1/01/1014-6/1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang 
ditandatangani oleh Aris Suryanta, Ak., CA, CPA dengan nomor STTD STTD.AP-

dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini.
Pada tanggal 30 Juni 2023, JAL memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp472.622.568.359 
dengan rincian sebagai berikut: dalam Rupiah
Keterangan Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Pihak ketiga 4.729.770.819
Pihak berelasi 14.294.971.202
Utang lain-lain
Pihak berelasi 428.564.507.400
Pihak ketiga 243.462.080
Pendapatan diterima di muka -
Utang pajak 15.850.608.404
Beban yang masih harus dibayar 4.521.946.683
Utang bank - yang jatuh tempo dalam satu tahun: -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 468.205.266.588
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan 2.915.188.757
Liabilitas imbalan pasca kerja 1.502.113.014
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: -
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 4.417.301.771
JUMLAH LIABILITAS 472.622.568.359
Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:
a. Utang Usaha
Saldo utang usaha JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar 
Rp19.024.742.021,- dengan rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:
Pihak Berelasi 

dalam Rupiah
Keterangan Jumlah
PT Batulicin Agro Sentosa 14.165.056.802
PT Batulicin Beton Asphalt 129.914.400
Jumlah 14.294.971.202
Pihak Ketiga 

dalam Rupiah
Keterangan Jumlah
PT Cantika Mandiri Sukses 627.131.866
CV Hen Sumini 430.546.185
PT Sinar Bintang Mulia 320.858.169
PT Hijau Daun Pratama 304.732.385
PT Joh Sukses Mandiri 287.882.651
CV Darussalam 279.239.900
CV Azizah Berkah Abadi 229.738.960
PT Dwitama Sembada 218.314.800
PT United Tractors 210.323.549
PT Berkat Agro Hijau 190.258.922
PT Panca Agro Niaga Lestari 180.712.440
PT Cahaya Mitra Perkasa 157.015.438
PT Berca Mandiri Perkasa 128.205.000
PT Ono Technology Indonesia 102.227.972
PT Andifa Kharisma Borneo Pratama 97.644.928
PT Reza Andika Pratama 68.500.001
CV Lestari Sejahtera 60.643.676
CV Mitra Khairi 34.533.239
CV Mario Empat Lima 24.799.999
PT Rasya Pratama Mandiri 1.032.966
Lain-lain (masing-masing dibawah 100 Juta) 775.427.773
Jumlah 4.729.770.819
b. Utang Lain-Lain Jangka Pendek
Saldo Utang Lain-Lain Jangka Pendek JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 
sebesar Rp428.807.969.480,-. Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:
Pihak Berelasi

Dalam Rupiah
Keterangan Jumlah
PT Eshan Agro Sentosa 425.553.468.169
PT Jhonlin Agro Raya Tbk 2.910.646.591
PT Jhonlin Agro Mandiri 44.256.436
PT Adisurya Cipta Lestari 43.308.727
PT Kodeco Agrojaya Mandiri 12.827.477
Jumlah 428.564.507.400
Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021,2020 Utang lain-lain 
seluruhnya tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-
waktu serta didenominasi dalam mata uang Rupiah kecuali utang lain-lain pada PT 
Eshan Agro Sentosa.
Seluruh utang lain-lain dicatat dalam mata uang Rupiah.
Pada tanggal 27 Juli 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman kepada  
PT Eshan Agro Sentosa dengan nomor surat 001/JAL-EAS/VII/2023 dengan bunga 
sebesar 3% dan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2028.
Pihak Ketiga

dalam Rupiah
Keterangan Jumlah
Pihak Ketiga 243.462.080
Jumlah 243.462.080
c. Utang Pajak
Saldo utang pajak JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp15.850.608.404,. 
Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut: 

dalam Rupiah 
Keterangan Jumlah
PPN keluaran 4.764.151.862
Utang Pajak lainnya 141.978.645
PPh 21 197.747.569
PPh 4 ayat 2 152.737.450
PPh 23 128.898.833
PPh 29 10.465.094.045
Jumlah 15.850.608.404
d.  Beban yang Masih Harus Dibayar
Beban yang masih harus dibayar JAL per 30 Juni 2023 adalah sebesar 
Rp4.521.946.683,- dengan rincian sebagai berikut: 

dalam Rupiah 
Keterangan Jumlah
Gaji dan Upah 3.940.266.333
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 538.505.551
Lainnya 43.174.799
Jumlah 4.521.946.683
e. Liabilitas Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara 
jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar 
pengenaan pajak aset dan liabilitas, dengan menggunakan tarif yang berlaku pada 
30 Juni 2023. Rincian Liabilitas pajak tangguhan JAL adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah
Keterangan Jumlah
Penyisihan piutang tak tertagih -
Perubahan nilai wajar aset biologis (3.245.653.619,00)
Imbalan kerja 330.464.861,00
Jumlah (2.915.188.757,00)

f. Liabilitas Imbalan Pascakerja
Perhitungan imbalan pasca kerja pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 
2020 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial 
& Amran Nangasan.
Liabilitas imbalan pasca kerja per 30 Juni 2023 dihitung oleh aktuaris independen, 
dengan menggunakan metode “projected unit credit” dan asumsi-asumsi sebagai 
berikut:
Keterangan 30 Juni 2023
Umur pensiun normal 58 tahun 
Tingkat diskonto per tahun 6,69%
Tingkat kenaikan gaji 7,00%
Tingkat mortalitas TMI - IV 2019
Tingkat cacat 5,00%
Tingkat pengunduran diri 5% < 39 tahun dan menurun secara bertahap sampai 0% pada umur 55 tahun
Rekonsiliasi nilai kini dari liabilitas imbalan pasca kerja pada awal dan akhir tahun 
adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah
Keterangan 30 Juni 2023
Saldo awal 1.927.744.651
Biaya jasa lalu - vested (1.422.678.744)
Biaya jasa kini 226.649.372
Beban bunga 69.982.914
Perubahan program manfaat -
Pembayaran imbalan (438.486.590)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain 1.138.901.411
Jumlah 1.502.113.014
12. Analisis Dan Pembahasan Manajemen
Ikatan Material
Tidak terdapat ikatan material yang mempunyai dampak cukup material terhadap 
keadaan keuangan dan hasil usaha JAL atas laporan keuangan JAL sampai dengan 
tanggal Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha.
Kejadian Luar Biasa
Tidak terdapat ikatan kejadian luar biasa yang mempunyai dampak cukup material 
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha JAL atas laporan keuangan JAL 
sampai dengan tanggal Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha.
Transaksi Tidak Normal
Tidak terdapat transaksi tidak normal yang mempunyai dampak cukup material 
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha JAL atas laporan keuangan JAL 
sampai dengan tanggal Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha.
13. Kejadian Penting setelah Tanggal Laporan Keuangan sampai dengan 

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rancangan Penggabungan 
Usaha

Terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan 
perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rancangan Penggabungan Usaha 
yaitu:
Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note
nomor 132/MH.NOT/XI/2023 tanggal 6 November 2023, di hadapan Notaris telah 
dibuat dan ditandatangani oleh JAL:
1. Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 10 tanggal 6 November 2023 dengan 

limit kredit sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
2. Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan dengan nomor akta 11 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167 dan 168 dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar 
Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

3. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan atas nama PT Jhonlin Agro 
Sentosa dengan nomor akta 12 tanggal 6 November 2023.

 Selanjutnya, atas Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak akan mengganggu 
proses Penggabungan Usaha PT Jhonlin Agro Lestari dengan PT Jhonlin 
Agro Raya Tbk, sebagaimana terdapat klausul yang menyatakan PT Jhonlin 
Agro Lestari diperkenankan untuk melakukan Penggabungan Usaha (Merger) 
apabila Merger dilakukan dengan PT Jhonlin Agro Raya Tbk. yang tercantum 
pada Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas Pemberian Fasilitas 
Kredit Investasi a. n. PT Jhonlin Agro Lestari nomor CBG.CB6/SPPK.413/2023 
tanggal 31 Oktober 2023  oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bagian A nomor 
1 butir (p).

14. Ikhtisar Data Keuangan
Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan JAL untuk periode 6 (enam) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berdasarkan Laporan 
Keuangan JAL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, 
Suhartono (anggota Nexia International) dengan Nomor Referensi: 00434/2.0752/
AU.1/01/1014-6/1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023  yang ditandatangani oleh 
Akuntan Publik Aris Suryanta, Ak., CA, CPA dengan nomor STTD: STTD.AP-505/
PM.22/2018 dengan opini .
Laporan Posisi Keuangan

dalam jutaan Rupiah

Keterangan 30 Juni 31 Desember
2023 2022 2021 2020

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank 2.075 2.665 566 465 
Piutang usaha

Pihak ketiga - 414 - - 
Pihak berelasi 57.408 87.760 - 13.115 

Piutang lain-lain
Pihak ketiga 26.797 7.609 1.417 9.614 
Pihak berelasi 14.378 791 80 497.114 

Persediaan 6.639 17.218 10.504 3.561
Aset biologis 14.753 12.438 2.013 4.818 
Uang muka dan biaya dibayar di muka 2.519 2.168 722 1.566 
Pajak dibayar dimuka 384 50 7.916 11.713 
Jumlah Aset Lancar 124.953 131.113 23.218 541.966 
ASET TIDAK LANCAR
Tanaman produktif
Pembibitan 2.887 - 49 - 
Tanaman menghasilkan - bersih 266.247 274.302 290.412 272.489 
Tanaman belum menghasilkan 36.135 19.482 13.087 36.941 
Aset tetap - bersih 209.796 128.487 119.191 122.687 
Aset pajak tangguhan - 509 2.757 - 
Jumlah Aset Tidak Lancar 515.065 422.780 425.496 432.117 
JUMLAH ASET 640.018 553.893 448.714 974.083 
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha

Pihak ketiga 4.730 5.528 4.031 1.831 
Pihak berelasi 14.295 46.008 9 - 

Utang lain-lain
Pihak berelasi 428.565 342.549 67.535 645.431 
Pihak ketiga 243 648 474 665 

Pendapatan diterima dimuka - - - 1.979 
Utang pajak 15.851 33.661 113 79 
Beban masih harus dibayar 4.522 3.218 2.611 2.378 
Utang bank yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun - - 82.619 40.763 
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 468.206 431.611 157.392 693.125 
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan 2.915 - - 526 
Liabilitas imbalan pasca kerja 1.502 1.928 2.855 2.428 
Utang bank - setelah dikurangi

bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun - - 289.168 366.871 

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 4.417 1.928 292.023 369.825 
JUMLAH LIABILITAS 472.623 433.539 449.415 1.062.950 
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada 

pemilik entitas induk
Modal saham – nilai nominal
Rp1.000.000,- per saham.

Masing-masing per 30 Juni 2023, 31 
Desember 2022, 2021 dan  2020
Modal Dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 
90.550 saham dan 600
saham masing-masing per 30 Juni 2023, 
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 90.550 90.550 90.550 600 

Tambahan modal disetor 12.143 12.143 12.143 - 
64.755 16.826 (104.081) (90.164)

Penghasilan (beban) komprehensif lain (53) 835 687 697 
Jumlah Ekuitas 167.395 120.354 (701) (88.867)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 640.018 553.893 448.714 974.083 

Laporan Laba Rugi:
dalam jutaan Rupiah

Keterangan
30 Juni 31 Desember

2023
2022
Tidak 

diaudit 
2022 2021 2020

Penjualan 131.430 328.073 597.239 150.022 76.739 
Beban pokok penjualan (67.602) (207.084) (400.454) (98.307) (73.735)
LABA BRUTO 63.828 120.989 196.785 51.715 3.004 
Beban usaha   (22.162,38)   (13.543,88)   (51.406,97)   (23.200,57)   (13.800,13)
Keuntungan (kerugian) atas 

perubahan
nilai wajar aset biologis 2.315 - 10.425 (2.805) 345 

LABA USAHA 43.980 107.445 155.802 25.710 (10.452)
Beban keuangan - (1.824) (1.824) (25.882) (27.312)
Penghasilan (beban) lain-lain 18.088 458 (28) (17.025) (5.985)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 62.069 106.079 153.951 (17.197) (43.748)
Manfaat (beban) pajak penghasilan   (14.139,57)   (21.509,72)   (33.043,50)   3.280,10   90,15 
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN   47.929,19   84.569,77   120.907,25 (13.917,10) (43.658,05)
Penghasilan (beban) 

komprehensif lain:
Pos-pos yang tidak akan

Pengukuran kembali liabilitas
pasca kerja - bersih (1.139) - 190 (13) 2.113 

Pajak penghasilan terkait 251 - (42) 3 (465)
JUMLAH LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF LAIN TAHUN 
BERJALAN (888) - 148 (10) 1.648 
JUMLAH LABA (RUGI) 

KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 47.041 84.570 121.056 (13.928) (42.010)

PENJELASAN TENTANG RANCANGAN 
PENGGABUNGAN USAHA

A. UMUM
1. Latar Belakang
Rencana Penggabungan Usaha antara JARR dan JAL dilatarbelakangi oleh 
rencana JARR untuk meningkatkan hasil produksi biodiesel untuk memenuhi 
kebutuhan biodiesel dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah yang kian 
meningkat. Selain itu, JARR berencana untuk mengalihkan pembelian minyak 
kelapa sawit dengan memproduksi sendiri minyak kelapa sawit setelah rampungnya 
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) JARR yang ditargetkan selesai pada kuartal-IV tahun 
2023, sehingga JARR memerlukan kepastian suplai Tandan Buah Segar (TBS) agar 
PKS dapat segera beroperasi setelah pembangunan selesai. Oleh karena itu, JARR 
berencana untuk melakukan Penggabungan Usaha dengan JAL.
Penggabungan antara JARR dan JAL akan memiliki manfaat-manfaat strategis, 
operasional dan keuangan serta akan memberikan kesempatan untuk menciptakan 
nilai tambah bagi kedua perusahaan, para masing-masing pemegang saham, serta 
seluruh pemangku kepentingan lain yang terlibat karena Penggabungan Usaha. 
Hal ini dikarenakan, JARR dan JAL berada di satu hamparan yang sama sehingga 

Di dalam rencana Penggabungan Usaha, JAL akan menggabungkan diri dengan 
JARR. Dan sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, JARR setelah 
Penggabungan Usaha menjadi efektif, akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang 
tercatat di BEI.
2. Ringkasan Laporan Penilaian Saham dan Laporan Pendapat Kewajaran 

atas Penggabungan Usaha
Ringkasan Laporan Penilaian Saham JARR
Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny 
Hardi & Rekan (“KJPP STH”) dengan Izin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis 
No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham No. 00063/2.0007-00/
BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Stefanus 
Gunadi, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) dengan Nomor STTD: STTD.PPB-38/
PM.223/2019 dan hasil kajian serta analisis dari semua data dan informasi yang 
KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan 
yang mempengaruhi penilaian, berikut ini hasil penilaian KJPP STH:
a) Objek Penilaian
Penilaian ini meliputi Penilaian atas 100% saham JARR.
b) Tanggal Penilaian
Tanggal Penilaian yang dipakai dalam penilaian ini adalah per 30 Juni 2023.
c) Maksud dan Tujuan Penilaian
Maksud dan tujuan diadakannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Pasar 
dari saham JARR atas rencana penggabungan usaha dengan JAL.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Penilaian Usaha ini bergantung kepada asumsi-asumsi dan kondisi 
pembatas sebagai berikut :
1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP STH bersifat non-

disclaimer opinion.
2. KJPP STH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP STH berasal dari sumber yang 

dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP STH menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang 

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen 
dengan kemampuan untuk pencapaiannya ( ).

5. KJPP STH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran 
proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP STH menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, 
kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi 
operasional perusahaan.

7. KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan 
Penilaian Usaha.

8. KJPP STH telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari 
pemberi tugas.    

e) Pendekatan dan Metode Penilaian
Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah 
sebagai berikut:
a. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas 

(“DCF”). 
b. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan 

Tercatat di Bursa Efek (“GPTC”)
f) Kesimpulan Nilai Pasar Saham JARR

Hasil Penilaian
 (Rp)

Bobot Relatif
 (%)

Nilai Hasil
Rekonsiliasi

 (Rp)
Ekuitas
a. Menurut  Metode Diskonto Arus Kas
 Indikasi Nilai Pasar per 30 Juni 2023 2.154.699.195.534 90 1.939.229.275.980
b. Menurut Metode Pembanding 

Perusahaan Tercatat di Bursa Efek
 Indikasi Nilai Pasar per 30 Juni 2023 2.103.535.638.528 10 210.353.563.853
c. Indikasi Nilai Pasar Ekuitas 2.149.582.839.833
d. Diskon Tanpa Pengendali @ 0% -

2.149.582.839.833
e. Diskon Likuiditas Pasar @5% (107.479.141.992)
f. Nilai Pasar Ekuitas – untuk  

8.000.000.000 saham (100%) 2.042.103.697.841
g. Nilai Pasar Ekuitas untuk satu 

lembar saham 255
Jumlah Rp2.042.103.697.841,- (Dua Triliun Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tiga 
Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu 
Rupiah) merupakan Nilai Pasar dari 8.000.000.000 lembar saham JARR atau 
setara dengan kepemilikan sebesar 100% atau sebesar Rp255,- (Dua Ratus 
Lima Puluh Lima Rupiah) untuk 1 lembar saham JARR, yang berada dalam 
kondisi berkesinambungan usaha (going concern) pada tanggal 30 Juni 2023, 
dengan berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan diatas. 
Ringkasan Laporan Penilaian Saham JAL
Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny 
Hardi & Rekan (“KJPP STH”) dengan Izin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis 
No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham No. 00064/2.0007-
00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 1 November 2023, yang ditandatangani oleh 
Stefanus Gunadi, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) dengan nomor STTD PPB-38/
PM.223/2019 dan hasil kajian serta analisis dari semua data dan informasi yang 
KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan 
yang mempengaruhi penilaian, berikut ini hasil penilaian KJPP STH :
a) Objek Penilaian
Penilaian ini meliputi  penilaian saham atas 100% saham JAL
b) Tanggal  Penilaian
Tanggal penilaian yang dipakai dalam penilaian ini adalah per 30 Juni 2023.
c) Maksud dan Tujuan Penilaian
Maksud dan tujuan diadakannya penilaian ini adalah untuk menentukan Nilai Pasar 
dari saham JAL atas rencana penggabungan usaha dengan JARR.
d) Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Penilaian Usaha ini bergantung kepada asumsi-asumsi dan kondisi 
pembatas sebagai berikut:
1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP STH bersifat non-

disclaimer opinion.
2. KJPP STH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP STH berasal dari sumber yang 

dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP STH menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang 

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen 
dengan kemampuan untuk pencapaiannya 

5. KJPP STH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran 
proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP STH menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, 
kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi 
operasional perusahaan.

7. KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan 
Penilaian Usaha.

8. KJPP STH telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari 
pemberi tugas.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian
Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam penilaian saham adalah 
sebagai berikut:
a. Pendekatan Pendapatan dengan menggunakan Metode Diskonto Arus Kas 

(“DCF”).
b. Pendekatan Pasar dengan menggunakan Metode Pembanding Perusahaan 

Tercatat di Bursa Efek (“GPTC”)    
f) Kesimpulan Nilai Pasar Saham JAL

Hasil Penilaian
 (Rp)

Bobot Relatif
 (%)

Nilai Hasil
Rekonsiliasi

 (Rp)
Ekuitas
a. Menurut  Metode Diskonto Arus Kas
 Indikasi Nilai Pasar per 30 Juni 2023 378.028.260.313 90 340.225.434.281
b. Menurut  Metode Pembanding 

Perusahaan Tercatat di Bursa Efek
 Indikasi Nilai Pasar per 30 Juni 2023 520.743.044.069 10 52.074.304.407
c. Indikasi Nilai Pasar Ekuitas 392.299.738.688
d. Diskon Tanpa Pengendali @ 0% -

392.299.738.688
e. Diskon Likuiditas Pasar (20%) (78.459.947.738)
f. Nilai Pasar Ekuitas – untuk   90.550 saham 

(100%) 313.839.790.951
g. Nilai Pasar Ekuitas untuk satu lembar 

saham 3.465.928
Jumlah Rp313.839.790.951 (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Tiga 
Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus 
Lima Puluh Satu Rupiah) merupakan Nilai Pasar dari 90.550  lembar saham 
JAL atau setara dengan kepemilikan sebesar 100% atau sebesar Rp3.465.928 
(Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh 
Delapan Rupiah) untuk 1 lembar saham JAL, yang berada dalam kondisi 
berkesinambungan usaha (going concern) pada tanggal 30 Juni 2023, dengan 
berpedoman pada Asumsi-asumsi dan Syarat-syarat Pembatasan diatas. 
Hasil Analisa Penilai Independen tentang Kewajaran Penggabungan Usaha
Identitas dari penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny 
Hardi & Rekan (“KJPP STH”) dengan Izin Penilai Publik Bidang Properti dan Bisnis 
No.: PB-1.08.00027. Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00065/2.0007-
00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 2 November 2023, yang ditandatangani oleh 
Stefanus Gunadi, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) dengan nomor STTD PPB-38/
PM.223/2019 dan hasil kajian serta analisis dari semua data dan informasi yang 
KJPP STH terima dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan 
yang mempengaruhi pendapat kewajaran, berikut ini hasil penilaian KJPP STH :
Dalam mengevaluasi kewajaran Penggabungan Usaha, KJPP STH menggunakan 
metodologi sebagai berikut:
a) Objek Penilaian
Objek analisis kewajaran adalah atas rencana penggabungan usaha yang akan 
dilakukan JARR dan JAL (“Rencana Penggabungan Usaha”) per 30 Juni 2023.
b) Tanggal  Penilaian
Tanggal penilaian yang dipakai dalam penilaian ini adalah per 30 Juni 2023.
c) Maksud dan Tujuan Penilaian
Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas 
Rencana Penggabungan Usaha.
d) Asumsi dan Kondisi Pembatas
Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Penggabungan Usaha KJPP 
STH menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain :
1. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan oleh KJPP STH bersifat non-

disclaimer opinion.
2. KJPP STH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP STH berasal dari sumber yang 

dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP STH menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang 

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen 
dengan kemampuan untuk pencapaiannya 

5. KJPP STH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran 
proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.

6. KJPP STH menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, 
kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi 
operasional perusahaan.

7. KJPP STH bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan 
Penilaian Usaha.

8. KJPP STH telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari 
pemberi tugas.  

KJPP STH berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen (management 
representation letter) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi 
penting dan relevan dengan Rencana Penggabungan Usaha dan sepanjang 
pengetahuan manajemen JARR tidak ada faktor material yang belum diungkapkan 
dan dapat menyesatkan.
e) Pendekatan dan Metode Penilaian

bertransaksi, analisis atas pokok-pokok dokumen Rencana Penggabungan 
Usaha, dan analisis atas risiko dan manfaat dari Rencana Penggabungan 
Usaha; yaitu sebagai berikut:
a. JARR dan JAL akan melakukan penggabungan dimana JARR sebagai 

Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan JAL sebagai 
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri. Berdasarkan Rancangan 
Penggabungan Usaha yang telah disiapkan oleh manajemen JARR dan 
JAL, jumlah saham JARR per 30 Juni 2023  adalah 8.000.000.000 saham 
dengan nilai pasarnya sebesar Rp2.042.103.697.841,- atau sebesar 
Rp255,- per saham, sedangkan jumlah saham JAL per 30 Juni 2023 
adalah 90.550 saham dengan nilai pasarnya sebesar Rp313.839.790.951 
atau sebesar Rp3.465.928 per saham.

b. Nilai aset bersih (ekuitas) JAL yang akan digabungkan dengan JARR 
didasarkan pada konversi saham JAL dengan saham JARR yaitu dengan 
rasio konversi 1 lembar saham JAL untuk 13.591 saham JARR. Dasar nilai 
ekuitas JAL untuk konversi saham ini adalah Rp.3.465.928 per saham. 
Nilai ekuitas JAL yang akan digabungkan dengan JARR ini sama dengan 
hasil penilaian KJPP STH yang nilai pasarnya sebesar Rp313.839.790.951 
atau Rp3.465.928 per saham.

c. Dalam Rencana Penggabungan Usaha ini konversi antara saham JAL 
menjadi saham JARR adalah 1 saham JAL dikonversi menjadi 13.591 
saham JARR. Berdasarkan konversi saham ini penambahan jumlah 
saham JARR adalah 1.230.665.050 saham untuk mengganti saham JAL 
yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya dengan nilai nominal Rp100 
per saham.

d. Dalam melaksanakan Rencana Penggabungan Usaha, maka 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan POJK 74. Rencana 

karenanya Rencana Penggabungan Usaha harus diumumkan dan baru 
dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham 
JARR dalam RUPSLB.

2. Analisis kualitatif, meliputi analisis atas riwayat perusahaan dan sifat kegiatan 
usaha Perusahaan Peserta Penggabungan, analisis industri dan lingkungan, 
analisis operasional dan prospek perusahaan, alasan dan latar belakang 
dilakukannya Rencana Penggabungan Usaha, dan keuntungan dan kerugian 
yang bersifat kualitatif atas Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai 
berikut:
Manfaat dan keuntungan Rencana Penggabungan Usaha ini adalah sebagai 
berikut:

Operasional dan Meningkatkan Skala Ekonomis Perusahaan
a. Penggabungan Usaha ini mendorong adanya integrasi dan 

optimalisasi yang lebih baik dari rantai pasok. Dari sisi JARR 
adanya penggabungan usaha ini JARR dapat menggabungkan 
logistik, jaringan distribusi, dan kemampuan produksi, serta dapat 
menyederhanakan proses, mengurangi biaya transportasi, dan 

 Dari sisi JAL, penggabungan usaha dapat memberikan nilai tambah 
atas Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan saat ini menjadi CPO 
pada saat Penggabungan Usaha, dikarenakan JAL tidak memiliki 
Pabrik PKS. 
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       b. Dengan adanya Penggabungan Usaha skala usaha JARR akan 
terjadi peningkatan aset milik JARR, selain itu JARR dan JAL berada 
dalam satu manajemen yang sama sehingga aspek administrasi 
seperti perizinan dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, 

sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis dan lebih 

c. Dengan adanya penggabungan usaha dapat mendukung pasokan 
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan meningkatkan 
pengelolaan Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) yang 
akhirnya akan diproses menjadi produk biodiesel. Hal ini akan 
membantu mengurangi pembeliaan bahan baku CPO dari pihak 
eksternal.

 JAL sebagai perusahaan perkebunan yang tidak memiliki pabrik 
kelapa sawit untuk mengolah TBS dapat mengolah hasil kebunnya di 
Pabrik milik JARR agar dapat menjual produk olahan dengan nilai jual 
yang lebih tinggi.

d. Penggabungan Usaha ini memungkinkan JARR untuk meningkatkan 
skala ekonomis perusahaan dengan mengkonsolidasikan operasi 
dan sumber daya JARR dan JAL. Hal ini dapat mengarah pada 

2. Peningkatan Skala Bisnis Perusahaan yang Lebih Terintegrasi
 Penggabungan usaha akan menciptakan skala perusahaan yang lebih 

besar dan lebih terintegrasi sehingga akan menciptakan perusahaan 
dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, 

Bersaing 
a. Mengacu pada proyeksi nasional atas penyaluran Biosolar tahun 2022, 

diperkirakan penjualan Biosolar akan mengalami peningkatan di tahun 
2023 mencapai 37.567.411 KiloLiter (kL). Selanjutnya, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan 
penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13,15 juta kL 
atau meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 
11,02 juta kL. Dengan adanya penggabungan Usaha ini diharapkan 
berdampak pada peningkatan posisi bersaing JARR terutama dalam 
memastikan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi biodiesel 
untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri yang meningkat.

b. Berdasarkan data dari S&P Global pada tahun 2021 tentang 
“Indonesia’s B30 program to drive global biodiesel production in 
2021-2030: report” diproyeksikan bahwa penggunaan Biodiesel 
akan meningkat 7% pada tahun 2021 hingga 2030, dan Indonesia 
diperkirakan akan berkontribusi sebesar dua per tiga dari kenaikan 
7% tersebut.
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Republik Indonesia, rencana penggunaan biodiesel 
mencapai 13,15 juta kL pada tahun 2023, dan berdasarkan Rencana 
Umum Energi Nasional (RUEN), penggunaan biodiesel diharapkan 
terus meningkat hingga tahun 2025, mencapai 13,9 juta kL. Ini 
menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan 
industri biodiesel.

c. Rencana Transaksi ini mendorong JARR untuk meningkatkan 
produksi produk biodiesel dari hasil CPO yang dikelola sendiri oleh 
JARR disamping CPO dari pihak eksternal. Saat ini JARR telah 
mengembangkan produk Minyak Goreng dengan merek “JAR” yang 
saat ini telah dipasarkan secara komersial yang mana bahan bakunya 
juga berasal dari CPO.

3. Analisis kuantitatif, meliputi penilaian atas kinerja historis JARR, analisis 
berkaitan dengan penilaian proyeksi keuangan JARR (dalam kondisi 
tidak melakukan Rencana Penggabungan Usaha dan kondisi Melakukan 
Penggabungan Usaha), analisis laporan keuangan JARR dalam kondisi tidak 
melakukan Rencana Penggabungan Usaha dan proforma laporan keuangan 
setelah melakukan Rencana Penggabungan Usaha, analisis atas pengaruh 
terhadap komposisi pemegang saham JARR, dan penilaian arus kas JARR 
(dalam kondisi tidak melakukan Rencana Penggabungan Usaha dan kondisi 
Melakukan Penggabungan Usaha); yaitu sebagai berikut:

 Berdasarkan kinerja masa lalu dan proyeksi laporan keuangan JARR dari 
tahun 2023 sampai dengan 2048, dengan melakukan Rencana Penggabungan 
Usaha, diharapkan dapat meningkatkan kinerja JARR, dan nilai kini arus kas 
JARR setelah penggabungan, dengan demikian Rencana Penggabungan 
Usaha memberikan nilai tambah bagi JARR berdasarkan gambaran sebagai 
berikut:
a.  Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

            
50,67

          
116,53

                
157,48

            
10,55

                 
21,29

            
34,78

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

       
1.652,39 

       
1.546,32

             
1.430,15

       
1.314,97

            
1.201,32

       
1.087,78

Liabilitas jangka pendek 658,74 434,03 450,83 496,69 521,72 520,29
Liabilitas jangka panjang 1.405,50 1.345,08 1.255,46 831,92 458,49 211,36
Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

            
61,82 

            
59,61 

                   
95,90

          
140,88

               
188,41

          
257,46 

Rasio lancar (x) 2,47 3,47 3,65 3,06 2,83 3,07
DER (x) 1,70 1,40 1,25 0,88 0,58 0,37
Return on Asset (%) 1,89% 1,95% 3,12% 4,97% 7,04% 9,59%
Return on Equity (%) 5,10% 4,69% 7,01% 9,34% 11,10% 13,17%
Return on Sales (%) 1,55% 1,35% 2,07% 2,91% 3,72% 4,86%

2029 2030 2031 2032 2033 2034
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

          
217,94

                 
582,77 

             
1.021,28 

       
1.477,44 

       
1.943,07 

     
2.416,90 

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

          
995,31 

                 
932,85 

                
883,71

          
834,56 

          
785,42

         
736,56 

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

          
523,16 

                 
479,43

                
496,61 

          
512,18

          
530,11

         
544,05

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

               
7,40 

                      
8,20

                     
9,00 

               
9,80 

            
10,60 

           
11,40 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

          
313,37

                 
366,99 

                
393,16 

          
412,52 

          
419,72 

         
432,29 

Rasio lancar (x) 3,45 4,57 5,34 6,11 6,82 7,56
DER (x) 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13
Return on Asset (%) 11,20% 11,75% 11,13% 10,41% 9,54% 8,92%
Return on Equity (%) 13,82% 13,93% 12,99% 11,99% 10,87% 10,07%
Return on Sales (%) 5,71% 6,47% 6,71% 6,82% 6,73% 6,77%

2035 2036 2037 2038 2039 2040
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

     
2.898,69 

     
3.391,88 

     
3.886,17 

     
4.386,11 

     
4.889,25

     
5.393,65

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

         
689,93 

         
643,31

         
596,69

         
550,19

         
503,74

         
462,04 

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

         
557,61 

         
559,66

         
562,32 

         
564,23

         
566,71 

         
569,27

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

           
12,21 

           
13,01

           
13,81

           
14,61

           
15,41 

           
16,21 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

         
442,97 

         
447,48

         
447,98 

         
454,51

         
457,18

         
463,13 

Rasio lancar (x) 8,28 9,13 9,98 10,84 11,68 12,52
DER (x) 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08
Return on Asset (%) 8,35% 7,77% 7,22% 6,82% 6,42% 6,10%
Return on Equity (%) 9,35% 8,63% 7,96% 7,47% 6,99% 6,61%
Return on Sales (%) 6,78% 6,83% 6,83% 6,91% 6,94% 7,01%

2041 2042 2043 2044 2045 2046
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

     
5.895,98

     
6.394,81 

     
6.896,29

     
7.402,48 

     
7.788,92

     
8.076,77

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

         
430,56

         
412,55 

         
402,31

         
392,06

         
506,08 

         
689,31 

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

         
570,68 

         
572,65

         
575,70 

         
578,39

         
599,72

         
601,77 

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

           
17,01 

           
17,81 

           
18,62

           
19,42

           
20,22

           
21,02 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

         
472,42

         
481,86

         
491,17 

         
496,26 

         
482,14 

         
472,03 

Rasio lancar (x) 13,38 14,21 15,01 15,83 15,91 16,34
DER (x) 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
Return on Asset (%) 5,86% 5,64% 5,43% 5,20% 4,80% 4,49%
Return on Equity (%) 6,32% 6,05% 5,81% 5,55% 5,11% 4,77%
Return on Sales (%) 7,14% 7,26% 7,39% 7,45% 7,25% 7,09%

2047 2048
Kas dan setara kas (Rp. miliar)      

8,264,82
     

8,503,18 

Aset tidak lancar (Rp. miliar)          
954,83 

     
1,176,97 

Liabilitas jangka pendek (Rp. miliar)          
604,26 603,20 

Liabilitas jangka panjang (Rp. miliar)            
21,82 22,62 

Laba periode berjalan (Rp. miliar)          
454,10 464,59 

Rasio lancar (x) 16,59 17,02
DER (x) 0,06 0,06
Return on Asset (%) 4,14% 4,06%
Return on Equity (%) 4,39% 4,29%
Return on Sales (%) 6,81% 6,95%
b.  Melakukan Rencana Penggabungan Usaha

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

         
108,58 

          
159,87 

          
153,56

            
29,87 

            
32,34 

            
60,12 

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

      
2.152,08

       
2.020,08

       
1.879,25 

       
1.737,73 

       
1.599,35

       
1.461,59 

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

      
1.137,41 

          
761,55 

          
641,15

          
546,94

          
575,09 

          
574,09 

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

      
1.407,00 

       
1.346,58 

       
1.256,97

          
883,43

          
409,99 

            
62,86 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

           
125,33

          
116,66 

          
165,90 

          
214,25

          
271,47 

          
348,63 

Rasio lancar (x) 1,59 2,12 2,67 2,93 2,72 2,97
DER (x) 1,80 1,38 1,12 0,75 0,45 0,25
Return on Asset (%) 3,17% 3,21% 4,62% 6,42% 8,58% 11,01%
Return on Equity (%) 8,87% 7,63% 9,79% 11,22% 12,45% 13,78%
Return on Sales (%) 2,95% 2,65% 3,58% 4,42% 5,36% 6,58%

2029 2030 2031 2032 2033 2034
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

          
491,04 

          
945,23

       
1,466,01

       
2,000,92

       
2,538,02 

     
3,078,07

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

       
1.344,91 

       
1.259,42

       
1.188,20 

       
1.117,68

       
1.047,16 

         
976,93 

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

          
571,79 

          
528,24 

          
543,55

          
558,62

          
574,20 

         
586,52

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

               
8,90 

               
9,70 

            
10,50 

            
11,30 

            
12,10 

           
12,91 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

          
389,15 

          
434,34

          
454,80

          
471,13

          
471,50 

         
478,69

Rasio lancar (x) 3,77 4,98 5,84 6,68 7,47 8,27
DER (x) 0,20 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11
Return on Asset (%) 11,12% 11,16% 10,43% 9,72% 8,84% 8,21%
Return on Equity (%) 13,33% 12,95% 11,94% 11,01% 9,93% 9,15%
Return on Sales (%) 7,09% 7,65% 7,76% 7,79% 7,56% 7,50%

2035 2036 2037 2038 2039 2040
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

     
3.619,04 

     
4.167,26

     
4.709,32 

     
5.245,84

     
5.779,41

     
6.307,42

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

         
908,93 

         
840,93 

         
773,57 

         
706,42 

         
640,60

         
593,12 

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

         
597,59 

         
598,47

         
598,59 

         
595,58

         
595,71 

         
598,49

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

           
13,71

           
14,51

           
15,31 

           
16,11 

           
16,91 

           
17,71 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

         
482,47 

         
482,60

         
476,57 

         
472,45

         
469,62

         
479,63 

Rasio lancar (x) 9,06 9,97 10,88 11,83 12,73 13,56
DER (x) 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08
Return on Asset (%) 7,63% 7,09% 6,54% 6,09% 5,71% 5,51%
Return on Equity (%) 8,45% 7,79% 7,14% 6,61% 6,17% 5,93%
Return on Sales (%) 7,38% 7,37% 7,26% 7,18% 7,12% 7,26%

2041 2042 2043 2044 2045 2046
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)

     
6.827,90 

     
7.341,32

     
7.857,11

     
8.338,23 

     
8.556,05

     
8.650,18 

Aset tidak lancar
(Rp. miliar)

         
557,63 

         
535,86

         
522,50 

         
541,35

         
782,75 

     
1.110,74

Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)

         
599,78 

         
597,63 

         
600,66 

         
602,18 

         
606,72 

         
608,29

Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)

           
18,52 

           
19,32

           
20,12

           
20,92

           
21,72 

           
22,52 

Laba periode berjalan
(Rp. miliar)

         
487,50 

         
497,40

         
501,76 

         
499,17

         
433,21 

         
422,81 

Rasio lancar (x) 14,41 15,32 16,11 16,87 17,07 17,19
DER (x) 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
Return on Asset (%) 5,30% 5,13% 4,92% 4,66% 3,89% 3,66%
Return on Equity (%) 5,68% 5,48% 5,24% 4,95% 4,12% 3,87%
Return on Sales (%) 7,36% 7,50% 7,55% 7,50% 6,52% 6,35%

2047 2048
Kas dan setara kas
(Rp. miliar)      8.658,86      8.851,15 
Aset tidak lancar
(Rp. miliar)      1.505,60      1.725,25 
Liabilitas jangka pendek
(Rp. miliar)          610,77          611,73
Liabilitas jangka panjang
(Rp. miliar)            23,32            24,12 
Laba periode berjalan
(Rp. miliar)          404,01          416,68 
Rasio lancar (x) 17,14 17,43
DER (x) 0,06 0,05
Return on Asset (%) 3,37% 3,36%
Return on Equity (%) 3,56% 3,54%
Return on Sales (%) 6,06% 6,23%

4. Analisis Inkremental, meliputi analisis arus kas bersih (Net Cash Flow - NCF), 
analisis nilai tambah dari Rencana Penggabungan Usaha; yaitu sebagai 
berikut:

Analisis Nilai Kini Arus Kas Bersih
Nilai Kini Arus Kas Bersih (dalam Rupiah)

Kondisi Melakukan Rencana Penggabungan Usaha 4.079.404.680.528
Kondisi Tidak Melakukan Rencana Penggabungan Usaha 3.792.610.550.072
Selisih 286.794.130.456
Berdasarkan analisis arus kas bersih JARR seperti terlihat dalam tabel diatas, 
nilai kini arus kas bersih JARR dalam kondisi Melakukan Rencana Penggabungan 
Usaha lebih tinggi sebesar Rp.286.794.130.456 dibandingkan dalam kondisi Tidak 
Melakukan Rencana Penggabungan Usaha.
f) Kesimpulan Pendapat Kewajaran 
Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis 
kewajaran Rencana Penggabungan Usaha, KJPP STH berpendapat bahwa 
Rencana Penggabungan Usaha adalah wajar (fair).
3. Kerangka Legislatif Penggabungan Usaha
Kerangka legislatif Penggabungan Usaha ada sebagai berikut:
a) UUPT
b) UU Pasar Modal
 i. UU Pasar Modal
 ii. POJK No. 31/POJK.04/2015
 iii. POJK No. 74/POJK.04/2016
 iv. POJK No. 30/POJK.04/2017
 v. POJK No. 58/POJK.04/2017
 vi. POJK No. 15/POJK.04/2020
 vii. POJK No. 16/POJK.04/2020
 viii. POJK No. 3/POJK.04/2021
c) Peraturan Pajak

i. UU PPh
ii. UU PPn
iii. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) pada  

Bab 17 – BPHTB
iv. PP BPHTB

d) Peraturan Ketenagakerjaan
 i. UU Ketenagakerjaan
e) Peraturan Anti-Monopoli
 i. UU Anti Monopoli
 ii. PP No. 57 Tahun 2010
 iii. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023
f) Peraturan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan
 i. PP No. 27 Tahun 1998
g) Peraturan Lainnya

i.   UU Cipta Kerja
h) Anggaran Dasar Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
4. Akibat Hukum dari Penggabungan Usaha
Berdasarkan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, JAL 
sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum pada 
Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa proses likuidasi terlebih dahulu, dan oleh 
karenanya:
i. seluruh aset dan liabilitas dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan 

beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan; dan
ii. para pemegang saham dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan 

beralih secara hukum menjadi para pemegang saham dari Perusahaan 
Penerima Penggabungan.

Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan 
Usaha akan dilakukan oleh JARR dan JAL dengan menandatangani 
Akta Penggabungan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT 
mempertimbangkan penggabungan ini akan mengakibatkan perubahan modal 
ditempatkan dan modal disetor Perusahaan Penerima Penggabungan, maka 
salinan Akta Penggabungan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.
B. ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA 
Penggabungan yang direncanakan antara JARR dan JAL memiliki manfaat-manfaat 
strategis, operasional dan keuangan sebagai berikut:

Operasional dan Meningkatkan Skala Ekonomis Perusahaan
a) Penggabungan Usaha ini mendorong adanya integrasi dan optimalisasi 

yang lebih baik dari rantai pasok. Dari sisi JARR, penggabungan usaha 
dapat menggabungkan logistik, jaringan distribusi, dan kemampuan 
produksi, serta dapat menyederhanakan proses, mengurangi biaya 

 Dari sisi JAL, penggabungan usaha dapat memberikan nilai tambah atas 
Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan saat ini menjadi CPO pada saat 
Penggabungan Usaha, dikarenakan JAL tidak memiliki Pabrik PKS.

b) Dengan adanya Penggabungan Usaha skala usaha JARR akan terjadi 
peningkatan aset milik JARR, selain itu JARR dan JAL berada dalam satu 
manajemen yang sama sehingga aspek administrasi seperti perizinan 
dan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur 

lebih sinergis.
c) Dengan adanya penggabungan usaha dapat mendukung pasokan Tandan 

Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan meningkatkan pengelolaan Minyak 
Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) yang akhirnya akan diproses 
menjadi produk biodiesel. Hal ini akan membantu mengurangi pembeliaan 
bahan baku CPO dari pihak eksternal.

 JAL sebagai perusahaan perkebunan yang tidak memiliki pabrik kelapa 
sawit untuk mengolah TBS dapat mengolah hasil kebunnya di Pabrik 
milik JARR agar dapat menjual produk olahan dengan nilai jual yang lebih 
tinggi.

d) Penggabungan Usaha ini memungkinkan JARR untuk meningkatkan skala 
ekonomis perusahaan dengan mengkonsolidasikan operasi dan sumber 
daya JARR dan JAL. 
operasional.

2. Peningkatan Skala Bisnis Perusahaan yang Lebih Terintegrasi
 Penggabungan usaha akan menciptakan skala perusahaan yang lebih 

besar dan lebih terintegrasi sehingga akan menciptakan perusahaan dengan 
kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan 

a) Mengacu pada proyeksi nasional atas penyaluran Biosolar tahun 2022, 
diperkirakan penjualan Biosolar akan mengalami peningkatan di tahun 
2023 mencapai 37.567.411 KiloLiter (kL). Selanjutnya, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan 
penetapan alokasi biodiesel untuk tahun 2023 sebesar 13.15 juta kL atau 
meningkat sekitar 19% dibandingkan alokasi tahun 2022 sebesar 11,02 
juta kL. Dengan adanya penggabungan Usaha ini diharapkan berdampak 
pada peningkatan posisi bersaing JARR terutama dalam memastikan 
ketersediaan bahan baku untuk memproduksi biodiesel untuk memenuhi 
kebutuhan biodiesel dalam negeri yang meningkat.

b) Berdasarkan data dari S&P Global pada tahun 2021 tentang “Indonesia’s 
B30 program to drive global biodiesel production in 2021-2030: report” 
diproyeksikan bahwa penggunaan Biodiesel akan meningkat 7% pada 
tahun 2021 hingga 2030, dan Indonesia diperkirakan akan berkontribusi 
sebesar dua per tiga dari kenaikan 7% tersebut.

 Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Republik Indonesia, rencana penggunaan biodiesel mencapai 13,15 juta 
kL pada tahun 2023, dan berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN), penggunaan biodiesel diharapkan terus meningkat hingga tahun 
2025, mencapai 13,9 juta kL. Ini menunjukkan komitmen pemerintah 
dalam mendukung pertumbuhan industri biodiesel.

c) Penggabungan ini mendorong JARR untuk meningkatkan produksi produk 
biodiesel dari hasil CPO yang dikelola sendiri oleh JARR  disamping 
CPO dari pihak eksternal. Saat ini JARR telah mengembangkan produk 
Minyak Goreng dengan merek “JAR” yang saat ini telah dipasarkan secara 
komersial yang mana bahan bakunya juga berasal dari CPO. 

C.  RISIKO-RISIKO PENGGABUNGAN USAHA
1. Volatilitas Pasar Biodiesel

industri dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penggabungan usaha. 
Perubahan yang tidak terduga dalam permintaan, persaingan, atau regulasi 
dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kinerja keuangan entitas yang 
digabungkan.
Terutama karena JARR hanya menjual produk biodiesel kepada satu konsumer, 
yaitu pemerintah, maka risiko ketergantungan ini perlu diperhatikan. Sebagai 
perusahaan yang sangat bergantung pada satu pelanggan utama, JARR 
memiliki risiko yang tinggi terhadap ketergantungan tersebut. Dalam situasi 
di mana penjualan biodiesel hanya mengandalkan pemerintah, perubahan 
kebijakan pemerintah atau perubahan kebutuhan biodiesel pemerintah dapat 

Kebijakan pemerintah terkait penggunaan biodiesel dapat mengalami 
perubahan seiring dengan perubahan kondisi pasar atau perubahan tujuan 
kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengurangi kebutuhan akan biodiesel 
atau lebih mengutamakan sumber energi lain, maka JARR berisiko mengalami 
penurunan pesanan biodiesel dari pemerintah. Hal ini berpotensi membawa 
dampak negatif terhadap pendapatan dan keuntungan JARR.
Mitigasi risiko yang dapat dilakukan JARR adalah dengan meningkatkan 

dapat mempertahankan margin keuntungan dalam mengatasi volatilitas pasar.
2. Potensi Implikasi Perpajakan sebagai Akibat dari Penggabungan Usaha 

berupa Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”)
Berdasarkan peraturan perpajakan, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah 
mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki 
kewenangan untuk menghapus NPWP apabila Wajib Pajak mengalami 
likuidasi akibat penggabungan usaha. Wajib Pajak yang terkena likuidasi 
akibat penggabungan usaha dapat mengajukan permohonan penghapusan 
NPWP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain penghapusan NPWP, dalam 
proses likuidasi, Wajib Pajak juga harus melakukan pencabutan PKP dengan 
mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam konteks penghapusan NPWP tersebut, terdapat beberapa hal yang 
perlu diperhatikan: (i) pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas setiap 
entitas usaha sebelum dilakukannya penggabungan akan menggunakan 
NPWP hasil penggabungan usaha; dan (ii) setelah dilakukan penggabungan, 
pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan akan menggunakan NPWP hasil 
penggabungan.
Proses penghapusan NPWP dan pencabutan PKP akan melibatkan 
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang 
mengalami likuidasi. Keputusan mengenai penghapusan NPWP akan diberikan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama dalam waktu 12 bulan sejak 
permohonan diajukan ke kantor pajak. Sementara itu, keputusan mengenai 
pencabutan PKP akan diberikan paling lama dalam waktu 6 bulan sejak 
permohonan diajukan ke kantor pajak.
Sebagai mitigasi risiko, JARR akan secara aktif memperhatikan ketentuan 
yang berlaku terkait Perpajakan sehingga risiko implikasi perpajakan dapat 
berkurang.

3.   Risiko-risiko terkait Perundang-undangan
JARR dan JAL wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dapat mengalami 
perubahan dari waktu ke waktu.
Dalam proses Penggabungan Usaha, JARR harus memperoleh pernyataan 
efektif dari OJK. Jika pernyataan efektif tidak diperoleh, JARR dan JAL tidak 
dapat melanjutkan atau membatalkan proses Penggabungan Usaha, tetapi 
harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
situasi seperti itu, JARR dan JAL harus mengumumkan bahwa Penggabungan 
Usaha tidak dilanjutkan atau dibatalkan.
Sebagai mitigasi JARR akan secara aktif memastikan bahwa JARR mengikuti 
seluruh peraturan yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang 
diperlukan untuk pernyataan efektif.

4.  Tidak Tercapainya Sinergi yang Diharapkan
Salah satu tujuan dari Penggabungan Usaha adalah menciptakan entitas 

sinergi yang diharapkan akan tercapai dalam jangka waktu yang diharapkan.
Untuk memitigasi risiko ini, JARR akan terus memantau proses implementasi 
Rencana Penggabungan Usaha, beradaptasi dengan perubahan yang mungkin 
terjadi, dan akan secara rutin mengevaluasi seluruh aspek dari Penggabungan 
Usaha. Melalui pengimplementasian yang terstruktur, risiko ketidaktercapaian 
sinergi dapat dikurangi.

D.   PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA
1.  Penggabungan Usaha

Melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, proses penggabungan usaha akan dilaksanakan setelah memenuhi 
syarat-syarat berikut ini:
a) Direksi JARR dan JAL telah bersama-sama menyusun rancangan 

penggabungan usaha yang disetujui oleh Dewan Komisaris JARR dan 
JAL masing-masing, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan 
Dewan Komisaris JARR No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 
27 September 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. No. 
0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Rancangan 
penggabungan usaha tersebut juga harus disetujui oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) JARR dan JAL. Informasi lebih 
lanjut tentang RUPSLB dapat ditemukan di Bagian L mengenai RUPSLB 
dan Persyaratan Pemungutan Suara.

b) Rancangan penggabungan usaha JARR dan JAL harus diumumkan 
secara tertulis dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran 
nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat 
pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan 
Dewan Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 
ayat (2) UUPT dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Ringkasan 
Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing 
Direksi JARR dan JAL dalam Surat Kabar untuk diketahui oleh masyarakat 
dan para kreditur JARR dan JAL. 

c) Pemberitahuan tertulis mengenai penggabungan usaha harus disampaikan 
kepada karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat pada akhir hari 
kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris 
dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) 
Undang-Undang No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016. 
Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha telah mengumumkan 
secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta 
Penggabungan Usaha, seperti yang tercantum dalam:
1. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro Raya 

Tbk Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke 
Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023; dan

2. Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan PT Jhonlin Agro 
Lestari mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke 
Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023.

Sejak diumumkannya Surat Pengumuman Kepada Seluruh Karyawan 
Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 29 September 
2023, tidak terdapat karyawan yang keberatan atau mengundurkan diri 
dikarenakan tidak setuju terhadap Rencana Penggabungan Usaha JARR 
dan JAL.

d) JAL tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan 
persetujuan bank untuk melaksanakan rencana penggabungan usaha. 
Namun pihak kreditur JAL tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan 
kepada JAL selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan 
penggabungan usaha.
Di sisi lain, JARR memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. 
Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang 
ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan 
untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan 
atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan ketentuan dalam 
perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara JARR dengan PT 
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha 
JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal 
pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan Surat BPD Kalsel No. 86/Als-
DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Persetujuan atas Rencana 
Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan 
Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam 
rangka tindakan hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, 
JARR cukup melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan. Pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha 
JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari 
Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL.
Pihak kreditur JARR dapat mengajukan keberatan atas Rancangan 
Penggabungan Usaha yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah 
pengumuman Rancangan penggabungan usaha.

e) Pernyataan penggabungan yang diajukan kepada OJK telah dinyatakan 
efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Rancangan penggabungan usaha telah disetujui oleh RUPSLB JARR dan 
RUPS JAL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan anggaran dasar JARR dan JAL.

g) Akta Penggabungan Usaha telah ditandatangani oleh JARR dan JAL 
telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; dan

h) Perubahan anggaran dasar terkait penggabungan usaha akan mulai berlaku 
pada tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan 
anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

i) Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar JARR dan 
anggaran dasar JAL telah terpenuhi serta perubahan anggaran dasar JARR 
pasca penggabungan.

2.   Prosedur dan Metodologi Konversi Saham
Dasar perhitungan konversi saham JARR dan JAL didasarkan pada Hasil 
Penilaian Independen atas Nilai Pasar Wajar Saham Peserta Penggabungan 
yang disusun oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP STH”).
Berdasarkan Hasil Penilai Independen:
a) Nilai valuasi 100% saham JARR pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 

Rp2.042.103.697.841,-  yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan 
Pendapatan (Income Based Approach) dengan Metode Diskonto Arus 
Kas (Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Pasar (Market 
Based Approach) dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di 
Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method), berdasarkan 
laporan KJPP STH No. 00060/2.0007-00/BS/01/0027/1/X/2023 tanggal 24 
Oktober 2023. Dengan jumlah lembar saham JARR yang beredar sebanyak 
8.000.000.000 lembar saham sehingga nilai wajar JARR per Saham adalah 
sebesar Rp255,- per saham,

b) Nilai valuasi 100% saham JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah 
Rp313.839.790.951,- yang ditentukan dengan menggunakan Pendekatan 
Pendapatan (Income Based Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas 
(Discounted Cash Flow Method) dan Pendekatan Pasar (Market Based 
Approach) dengan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa 
Efek (Guideline Publicly Traded Company Method), berdasarkan laporan 
KJPP STH No. 00061/2.0007-00/BS/01/0027/1/X/2023 tanggal 24 Oktober 
2023. Dengan jumlah lembar saham JAL yang beredar sebanyak 90.550 
lembar saham sehingga nilai nilai wajar JAL per Saham adalah sebesar 
Rp3.465.928,- per saham.

Berdasarkan hasil penilaian independen di atas, setiap 1 saham JAL berhak 
mendapatkan 13.591 saham JARR yang dibulatkan kebawah menjadi satuan 
penuh. Oleh karena itu, rasio konversi saham yang digunakan adalah 1:13.591.
Berdasarkan rasio konversi saham JAL terhadap JARR tersebut maka pada 
saat penyelesaian Penggabungan Usaha, JARR akan menerbitkan saham 
kepada pemegang saham JAL sebanyak 1.230.665.050 lembar saham yang 
dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham JAL. Akibat konversi 
saham tersebut, persentase dilusi kepemilikan atas saham JARR setelah 
Penggabungan Usaha adalah sebesar 13.33%.

3.  Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Perusahaan Penerima 
Penggabungan Sebelum dan Setelah Penyelesaian Penggabungan
Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan, struktur modal dan kepemilikan 
saham dari Perusahan Penerima Penggabungan Usaha sebelum dan setelah 
Penggabungan Usaha akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Saham Rp100,- per saham

Sebelum Penggabungan Usaha Setelah Penggabungan Usaha
Jumlah Saham Nilai Saham (Rp) % Jumlah Saham Nilai Saham (Rp) %

Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan 
dan Disetor
PT Eshan Agro Sentosa 6.771.050.000 677.105.000.000 84,64 7.997.556.204 799.755.620.400 86,64
PT Sinar Bintang Mulia 6.000.000 600.000.000 0,08 6.000.000 600.000.000 0,07
PT Jhonlin Agro Mandiri - - - 4.158.846 415.884.600 0,05
Masyarakat 1.222.950.000 122.295.000.000 15,29 1.222.950.000 122.295.000.000 13,25
Jumlah Modal 8.000.000.000 800.000.000.000 100,00 9.230.665.050 923.066.505.000 100,00
Saham dalam Portepel 2.000.000.000 200.000.000.000 769.334.950 76.933.495.000

E.  ANALISA HUKUM ATAS PENGGABUNGAN USAHA
Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar telah ditunjuk oleh JARR 
untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penggabungan 
Usaha dan dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari 
segi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1 POJK No. 74/
POJK.04/2016 (“Pendapat dari Segi Hukum”) yang ditandatangani oleh Sri 
Kusdinarti Martoatmodjo, S.H., LL.M., M.H. dengan nomor STTD STTD.KH-12/
PJ-1/PM.02/2023.

Hukum, berikut adalah ringkasan Pendapat dari Segi Hukum:
a) Rancangan Penggabungan Usaha yang memuat hal-hal sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK 
No. 74/POJK.04/2016 telah disiapkan bersama oleh Direksi JARR dan 
Direksi JAL. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 
17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah 
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris JARR dan Dewan Komisaris 
JAL sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris 
JARR No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 
2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris JAL No. 0474/EM/JAL-
LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023. Selanjutnya Rancangan 
Penggabungan Usaha wajib diajukan kepada Rapat Umum Pemegang 
Saham JARR dan Rapat Umum Pemegang Saham JAL untuk memperoleh 
persetujuan. 

b) Penggabungan Usaha tidak mengakibatkan perubahan pengendali 
atas Perusahaan Penerima Penggabungan. Perusahaan Penerima 
Penggabungan tetap dikendalikan oleh Haji Samsudin Andi Arsyad. 
Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perusahaan Penerima 
Penggabungan kepada sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan Penerima 
Penggabungan telah melaporkan Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai 

Penerima Penggabungan. 
c) Penggabungan Usaha ini mengakibatkan terjadinya peningkatan modal 

ditempatkan dan modal disetor pada Perusahaan Penerima Penggabungan 
dari semula Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar) menjadi 
Rp923.066.505.000,- (sembilan ratus dua puluh tiga miliar enam puluh 
enam juta lima ratus lima ribu Rupiah). Sesuai ketentuan dalam Pasal 21 
ayat (3) UUPT, salinan akta perubahan anggaran dasar wajib diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sesuai ketentuan 
Pasal 23 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku 
sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d) Dengan bergantung pada pemenuhan atau pengesampingan (sebagaimana 
berlaku) atas persyaratan-persyaratan efektifnya Penggabungan Usaha, 
pada tanggal efektif, yakni Tanggal Efektif Penggabungan, JAL akan berakhir 
karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu sehingga:
i. seluruh aktiva dan pasiva JAL akan beralih karena hukum kepada 

JARR, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan
ii. pemegang saham JAL karena hukum menjadi pemegang saham 

JARR, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
e) Benturan Kepentingan: sesuai Surat Pernyataan dari Direksi JAR tanggal 

29 September 2023 menyatakan bahwa pelaksanaan Penggabungan 
Usaha JARR dan JAL bukan merupakan transaksi yang mengandung suatu 
benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan 
ekonomis JARR dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, 
anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang 
dapat merugikan JARR. Opini benturan kepentingan ini juga sudah sesuai 

Transaksi Benturan Kepentingan.
f) Syarat Efektif Penggabungan: Berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar JARR, penggabungan hanya dapat 
dilaksanakan setelah persyaratan- persyaratan sebagaimana tersebut di 
bawah ini dipenuhi:
i. Diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang berisi 

Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya 
sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 
dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan 
pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha 
tersebut;

ii. Diumumkannya Rancangan Penggabungan Usaha JARR dan JAL 
dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional 
atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web JARR paling lambat pada 
akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan 
Komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat 
Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) 
UUPT dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016;

iii. Diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada 
karyawan JARR dan karyawan JAL paling lambat pada akhir hari 
kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris 
dan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum 
Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 
40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016;

iv. diajukannya permohonan pencatatan saham tambahan JARR 
sebagai hasil dari Penggabungan beserta dokumen pendukungnya 
ke BEI sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G 
tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana 
dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-
001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan 
prinsip pencatatan saham tambahan oleh Bursa Efek Indonesia.

v. Tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing JARR dan 
JAL atau telah tercapainya penyelesaian atas keberatan kreditur, 
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 127 UUPT. Sesuai dengan 
ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani 
oleh dan antara JARR dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam 
rangka Penggabungan Usaha JARR dan JAL, JARR diwajibkan untuk 
melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa 
Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR dan JAL Sesuai dengan 

ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara 
JARR dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, 
Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan menyebabkan perubahan 
Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar JARR. Berdasarkan 
Surat BPD Kalsel No. 86/Als-DKK/KP/2022 tanggal 22 Maret 2022 
Perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham 
Perdana PT Jhonlin Agro Raya dan Perubahan Beberapa Ketentuan 
Dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 
Selatan telah memberikan persetujuan bahwa dalam rangka tindakan 
hukum yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, JARR cukup 
melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Selatan. Pemberitahuan kepada PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan 
Usaha JARR dan JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan 
efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha JARR 
dan JAL.

 Pada tanggal Rancangan Penggabungan, JAL tidak menandatangani 
dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank atau 
pihak ketiga lainnya;

vi. Diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk 
melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran 
Dasar masing-masing JARR dan JAL, yaitu :
(i) RUPSLB JARR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK 

No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 dan 
RUPSLB JAL.

(ii) Keputusan Dewan Komisaris JARR terkait Persetujuan dan 
Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 
084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023, 
dan Keputusan Dewan Komisaris JAL terkait Persetujuan dan 
Pengesahan Usulan Rancangan Penggabungan Usaha No. 0474/
EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023  tertanggal 27 September 2023.

(iii) Surat Permohonan Direksi JARR No. 083/EXT-CORSEC/JARR/
IX/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan 
Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan dan Surat 
Permohonan Direksi JAL No. 0473/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023   
tanggal 26 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan 
Usulan Rencana Penggabungan.

vii. Ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh JARR dan JAL;
viii. Diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran 

Dasar JARR dan perubahan data JAL dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha.

g) Kepentingan Stakeholder: Dalam mempersiapkan Rancangan 
Penggabungan, Direksi JARR telah melakukan penjajakan kelayakan 
dengan memperhatikan kepentingan JARR, masyarakat, dan persaingan 
sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak 
pemegang saham minoritas dan karyawan.

h) Hak Para Pemegang Saham Minoritas: Para pemegang saham 
yang tidak menyetujui keputusan dalam RUPSLB JARR mengenai 
Penggabungan Usaha, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli 
dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 juncto 
Pasal 62 UUPT dan Pasal 3 POJK No.30/2017. Pembelian atas saham-
saham yang dimiliki oleh para pemegang saham JARR yang meminta 
agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh EAS 
sebagai pembeli siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga 
Dalam Rangka Penggabungan Usaha Antara PT Jhonlin Agro Raya Tbk 
dan PT Jhonlin Agro Lestari No. 33 tanggal 22 September 2023 yang 
telah di Addendum dengan Akta No. 14 Tanggal 23 Oktober 2023, yang 
dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, oleh 
dan antara EAS dan JARR. Pembelian kembali dilakukan menggunakan 
harga sesuai dengan Nilai Pasar Saham JARR berdasarkan Laporan 
Penilaian Saham No.: 00063/2.0007-00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal  
1 November 2023 yang ditandatangani oleh Stefanus Gunadi, SCV, MBA 
Appraisal, MAPPI (Cert) dengan Nomor STTD: STTD.PPB-38/PM.223/2019 
yaitu sebesar Rp255,- per saham. Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 
15 November 2023, yang ditandatangani oleh Tamlikho selaku Direktur 
EAS, dinyatakan bahwa EAS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk 
membeli seluruh saham milik pemegang saham JARR yang tidak menyetujui 
Rencana Penggabungan Usaha JARR dan JAL, adapun sumber dana 
yang digunakan adalah dana pada rekening bank atas nama EAS sebesar 

Multi Sarana Agro Mandiri (“MSAM”) yang merupakan anak Perusahaan 
EAS dimana EAS sebagai pemegang saham mayoritas, yang diperoleh 

MSAM sebesar Rp800.000.000.000,-. Bentuk hukum transaksi yang akan 

Kesepakatan tanggal 15 November 2023. 
PT Jhonlin Agro Mandiri (“JAM”) sebagai pemegang saham JAL telah 
menyatakan menyetujui rencana Penggabungan Usaha dan tidak akan 
menjual sahamnya atas Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana 
dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Myung Seob 
Shin pada tanggal 25 Oktober 2023.
UUPT tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh 
karena itu, JARR dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni ketika 
Penggabungan Usaha selesai dilakukan.

i) Rencana terhadap Karyawan: Dalam hal terdapat karyawan Perusahaan 
yang Menggabungkan Diri yang menolak penawaran untuk pindah 
hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan 
Perusahaan Penerima Penggabungan yang menolak melanjutkan 
hubungan kerja dengan Perusahaan Penerima Penggabungan maka 
berdasarkan Pasal 154(A) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP No. 35 
Tahun 2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, 
peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima 
pekerja, dalam hal mana pekerja berhak atas: 
i. uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 

35/2021, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak;
ii. uang penggantian masa kerja masa kerja sebesar satu kali ketentuan 

Pasa 40 ayat (3) PP No. 35/2021; dan
iii. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP No. 

35/2021.
j) Akta Penggabungan: Pelaksanaan Penggabungan Usaha berikut 

pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari JAL kepada JARR dan 
penerimaan atas pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh JARR akan 
dinyatakan di dalam Akta Penggabungan. Akta Penggabungan tersebut 
akan ditandatangani setelah Penggabungan Usaha telah disetujui oleh 
masing-masing pemegang saham JARR dan JAL dalam RUPSLB terkait. 
Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UUPT mempertimbangkan 
Penggabungan Usaha akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan 
dan modal disetor JARR, maka salinan Akta Penggabungan Usaha 
dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan sesuai ketentuan Pasal 23 
ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak 
tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

k) Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Berdasarkan PP 
No. 57 Tahun 2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset 
dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam jangka waktu 30 hari 
kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan 
usaha. Sesuai dengan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan 
Penerima Penggabungan Usaha, yang disusun oleh Kantor Akuntan 
Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International), 
Rencana Penggabungan Usaha JARR dan JAL akan mengakibatkan:
i. Nilai aset menjadi sebesar Rp3.886.284.534.077,- (tiga triliun delapan 

ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta 
lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh Rupiah); dan

ii. Nilai penjualan bersih menjadi sebesar Rp2.121.970.549.240,- (dua 
triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta 
lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh Rupiah). 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan 
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang 
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan 
Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, JARR tidak wajib 
melaporkan Penggabungan Usaha JARR dan JAL kepada KPPU.

Penggabungan Usaha tidak menyebabkan Perseroan selaku perusahaan 
hasil Penggabungan Usaha (surviving company) menempati Posisi 
Dominan ataupun praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1999. Dikarenakan Perseroan merupakan perusahaan 
perkebunan dengan produk akhir biodiesel sementara PT JAL merupakan 
perusahaan perkebunan dengan penjualan berupa Tandan Buah Segar, 
yang mana atas penggabungan tersebut tidak ada penguasaan apapun 
dari produk akhir surviving company. Dengan demikian tidak terdapat 
Posisi Dominan maupun praktek monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat dari penggabungan usaha tersebut.

F. DIAGRAM KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH 
PENGGABUNGAN
Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham JARR sebelum Penyelesaian 
Penggabungan dan Perusahaan Penerima Penggabungan setelah 
Penyelesaian Penggabungan:
a) Diagram Kepemilikan Sebelum Penggabungan Usaha 

b) Diagram Kepemilikan Setelah Penggabungan Usaha

Berdasarkan rasio konversi saham JAL terhadap JARR tersebut maka pada 
saat penyelesaian Penggabungan Usaha, JARR akan menerbitkan saham 
kepada pemegang saham JAL sebanyak 1.230.665.050 lembar saham 
yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham JAL. Akibat 
konversi saham tersebut, persentase dilusi pemegang saham JARR setelah 
Penggabungan Usaha adalah sebesar 13.33%.

G.  INFORMASI TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA
1. Transaksi Penggabungan Usaha

Penggabungan Usaha antara JARR dan JAL merupakan penggabungan 
antara dua Perseroan Terbatas, untuk membentuk Perusahaan Penerima 

pengurangan biaya.
JARR akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan JAL akan 
bubar demi hukum setelah Penyelesaian Penggabungan.

2. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha
Tanggal Efektif Penggabungan adalah tanggal diterbitkannya surat penerimaan 
pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  oleh Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia kecuali ditangguhkan oleh JARR karena keterlambatan izin 
OJK atau persetujuan peraturan lainnya. Perkiraan alur waktu Penggabungan 
Usaha dan Tanggal Efektif Penggabungan dapat dilihat dalam bagian berjudul 
“Perkiraan Jadwal Penggabungan Usaha”.

3. Perlakuan Akuntansi
Sebagai perusahaan peserta Penggabungan, JARR dan JAL secara 
mayoritas dimiliki oleh pemegang saham yang sama yaitu EAS, perusahaan 
peserta Penggabungan Usaha secara efektif dikategorikan sebagai Entitas 
Sepengendali (Entities under Common Control), oleh karena itu, penggabungan 
usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan 
(pooling of interest method).
Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan, aset dan kewajiban 
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri pada tanggal penggabungan dicatat 
dalam laporan keuangan Perusahaan Penerima Penggabungan dengan 
menggunakan nilai buku. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal 
saham yang diterbitkan dengan jumlah modal saham yang diperoleh, harus 
disesuaikan terhadap ekuitas. Goodwill atau goodwill negatif tidak diakui. 
Transaksi antar perusahaan dieliminasi.
Rencana penggabungan JARR dan JAL berdasarkan PSAK 38 paragraf 10-17, 
dimana kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan 
metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari 
kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya. Selisih 
antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai 

sepengendalian. Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas 
yang bergabung berada dalam sepengendalian.

4. Perlakuan Pajak
a) Pajak Penghasilan Badan

• Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, kecuali berlaku kondisi-kondisi 
khusus, pengalihan aset-aset terkait dengan Penggabungan Usaha ini 
akan dihitung menggunakan nilai pasar dan setiap keuntungan modal yang 

tersedia) bagi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan diperlakukan 
sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dapat dikenakan pajak 
pada tarif pajak badan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%).

• Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan 
harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang 
seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali 
ditetapkan lain oleh Kementerian Keuangan.


